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WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI

Menimbang

Mengingat

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 251 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana| telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
sebagai pelaksanaan Keputusan Gubenur Kalimantan
Selatan Nomor 188.44/0283/KUM/2016 tanggal 16
Mei 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Banjarbaru, sehmgga Peraturan Daerah
dimaksud perlu dlcabut

.bahwa berdasarkan | pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada hurlllf a maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah KoFa Banjarbaru;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3822);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daeral%l (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);




4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

Menetapkan

dan
WALIKOTA BANJARFARU

MEMUTUSKAN{:

PERATURAN  DAERAH = TENTANG  PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI  KEWENANGAN  PEMERINTAH  KOTA
BANJARBARU. |
|
\

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan \Pemenntah Kota Banjarbaru
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Diundangkan di Banjairbaru
pada tanggal « sepbenber 2017

SEKRRTARIS DAERAH,

H. SAIlp ABDULLAH

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Sspteguer 2017

BANJARBARU,

DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR 'REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN (86/2017)




PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN
2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah kab/kota sebagai pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah untuk pembentukan Peraturan Daerah
tentang Kewenangan Daerah Kab/Kota tidak diatur sehingga Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru perlu
ditinjau kembali/ dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 71




PERATURAN DAERAH KOTA

NOMOR 7

TENTANG

BANJARBARU

TAHUN 2017

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 251 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
sebagai pelaksanaan Keputusan Gubenur Kalimantan
Selatan Nomor 188.44/0283/KUM/2016 tanggal 16
Mei 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota

Banjarbaru Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Kota Banjarbaru, |sehingga Peraturan Daerah
dimaksud perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan| pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan

Daerah Kota Banjarb.

Urusan Pemenntahan yang Menjadi

Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Kewenangan

Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;

1. Pasal 18 ayat (6)

|
Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor
Pembentukan Kotam

|
9 Tahun 1999 tentang

adya Daerah Tingkat I

[

Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 43 ,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No

mor 3822);

3. Undang-Undang Noal#or 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daeral
Indonesia Tahun 2014 Nomor

(Lembaran Negara Republik
244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);




4. Peraturan Menteri Dals
tentang Pembentukan
Negara Republik Indon

5. Peraturan Daerah Kot
2016 tentang Pemben
Daerah Kota Banjart
Banjarbaru Tahun

im Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Produk Hukum Daerah (Berita
esia Tahun 2015 Nomor 2036);

a Banjarbaru Nomor 10 Tahun
tukan dan Susunan Perangkat
paru (Lembaran Daerah Kota
2010 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan B

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER/
dan

WALIKOTA BANJAR]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
PERATURAN DAERAH KC
TAHUN 2008 TENTANG U
MENJADI KEWENANG/

BANJARBARU.
Pasal 1

P
-5

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahur
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2}
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangg
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta

ersama
AH KOTA BANJARBARU

BARU

TENTANG PENCABUTAN
)TA BANJARBARU NOMOR 2
RUSAN PEMERINTAHAN YANG
AN PEMERINTAH KOTA

> Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Kota Banjarbaru
1 2008 Nomor 2, Tambahan
dicabut dan dinyatakan tidak

ral diundangkan.
thkan pengundangan peraturan

daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditet
pada

WAI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal < 3:ptezher 2017

SE 'ARIS DAERAH,

ABDULLAH

DAERAH KOTA BANJARBARU TAE

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH 1
KALIMANTAN SELATAN (86/2017)

lapkan di Banjarbaru

iUN 2017 NOMOR
KOTA BANJARBARU PROVINSI

M



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN
2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah kab/kota sebagai pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah untuk pembentukan Peraturan Daerah
tentang Kewenangan Daerah Kab/Kota tidak diatur sehingga Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru perlu
ditinjau kembali/ dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 71




